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Angga an 2020; 

PARAF PEMRAKAR an 2020 dalam rangka Penanganan Pendemi Corona Virus 
e 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang 
hayakan Perekonomian Nasional; 

BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI KOTABARU 
NOMOR 61 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 181 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) 

b. Bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi 
Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

c. Bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di  Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

d. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/ SJ, Nomor 
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta 
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; 

e. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan 
Republik  Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 
Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangt, man Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 655); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/ PMK.07/2020 tentang 
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 
Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam 
Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/ PMK.07/2020 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/ KM.7/2020 tentang 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan 
Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka 
Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotabaru Nomor 4); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2019 Nomor 10); 

28. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 181 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 
Nomor 182); 

Memperhatikan: 1. Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan 
Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019; 



2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KOTABARU NOMOR 181 TAHUN 2019 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran 
akibat: 

a. melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 
Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD dan dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
diusulkan dalam rancangan perubahan; 

b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan pembebanan 
langsung pada belanja tidak terduga; 

c. mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung 
percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

d. penyesuaiaan dana transfer yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun 
berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 35/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pendemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional; 

Pasal 2 

(1) Pendanaan ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam 
tahun anggaran berjalan dapat menggunakan: 

a. belanja tidak terduga. 

b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia. 

(2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan 
terlebih dahulu dalam: 

a. DPPA-SKPD untuk program dan kegiatan yang telah tersedia; dan/atau 

b. DPPA-PPKD untuk Belanja Tidak Terduga 

pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan 
dimaksud. 



Rp 1.615.249.521.924,00 
Rp 153.892.531.326,00 
Rp 1.461.356.990.598,00 

Rp 1.684.463.217.409,00 
Rp 220.707.345.525,00 
Rp 1.463.755.871.884,00 
Rp (2.398.881.286,00) 

Rp 71.313.695.485,00 
Rp (68.914.814.199,00)  
Rp 2.398.881.286,00 

Rp 
Rp  
Rp 
Rp 
Rp 

2.100.000.000,00 
(2.100.000.000,00)  

0,00 
2.398.881.286,00 

0,00 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
semula berjumlah Rp1.686.563.217.409,00 berkurang sejumlah 
Rp222.807.345.525,00 sehingga menjadi Rp1.463.755.871.884,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 
1.  Pendapatan 

a. Semula 
b. Berkurang 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 
2. Belanja 

a. Semula 
h. Berkurang 

Jumlah Belanja setelah perubahan 
Surplus/ defisit 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Pembiayaan 

1). Semula 
2). Berkurang 

Jumlah Penerimaan pembiayaan 
b. Pengeluaraan Pembiayaan 

1). Semula 
2). Berkurang 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Pasal 4 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selanjutnya ditampung 
dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 5 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih 
lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang telah 
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru. 

Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal 8 Mei 2020 

11-1  UPATI KOTABARU, 

SAYED JAF  •  R 

Diundangkan di Kotabaru 
pada tanggal 8 Mei 2020 

S KRE  •  RIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 

SAID AKHMAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020 NOMOR 61 
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